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- Pemkab Setujui 51 Persen
: Saham KPC Jatuh Ke Pusat
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JAKARTA (Suara Kmya) Bupati
Kutai Timyr, (Kutim),. Kalimantan
Timur, \Awang Farock menegaskan
sikapnya untuk Lelap memper-
Ju.mgk.m aspnrasn ‘daerah 'yang
ingin menibeli SIperscn saham PT
Kaltim*Prima’ Coal ‘(KPC). Mes-
kipun demlkxaq ia ;nengakul dives-

tasi 51 pérsen saham PT KPC itu-

memang harus jatuli ke tangan pe-
mefintah’ pusat, kabup«ucn maupun
provinsi, i G

Kami mcngmgmkan persolan
KPC berakhir. dengan baik. Ada
win-win  solution tentang . aspirasi

“dari daerah yang :harus: diterima
para. pejabat 'mtas sektoral,” ujar ;
iforum, yang,

Awang seusaij;
membicarakan:. pcrso.llan KPC
dengan Ketua .'I“un mvcrdep. Joko
Darmono, di Gedung Departemen
Sumber Daya, Energi dan Mineral
(ESDEMJ, Jakarta, Senin (12/8).
Scbclumnya‘ PT KPC sudah
memberikan penawaran' ‘51 persen
sahamnya’ kepada pemerintah. Ke-
putusan pemerintah’ mcnyebutkan

Sl persen saham ter§ebut

Tambzmg. stdaﬁ
sanya diberikan 'iky;(épﬁf@

daerah (PEmprov !
£ Awang: kcmb% ¢

dalam perfemuan ersebut'stidah’ 8:»4
'sampaikan berbagat ""pef{o'ﬁliﬁy

dihadapi®

keamanan’ dx‘l?mhnsi' Knllﬁﬂyml.al

ingin: men;aga%%abth@:ﬂpnan
di “daerah,. demi 7 ﬁccpenquamber
sama, ’ tambah’dia. * 15 A8

- Ketika ditafiyakan Sikap: Hemkab

Kutai, Timur, dia mengatak,annpnn
_sxpnya -Pemkab. ., Kutimsi-setuju

bahwa 51 persen saham. KPC.jatuh
ke pemerintah pusat sciugfgnu'ak

- termasuk di_dalamnya, ggggﬁmmh

kabupaten dan, provinsi. RO 2t
. Dia’ menolak, bcrkomen c{qn
tang hasil ch,emuannya engan
para ‘pejabat, lnterdep. anq anya
menyebutkan’ bahwa, fomm’E

but ‘tidak memblcamkan“ ah

itu, kutip Lippostar, (W- 1) ”"‘l"
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DPR Dukung Pembentukan Konsorsium
untuk Divestasi Saham KPC

BALIKPAPAN, KoMPAS —
Wakil Ketua DPR AM Fatwa
dan Ketua Komisi VIII Iwan
Prayitno mendukung gagasan
Pemerintah  Provinsi  Ka-
limantan Timur membentuk

konsorsium bagi para peminat
51 persen saham PT Kaltim"

Prima Coal (KPC) yang wajib
didivestasikan. Meski demi-
kian, DPR tetap berpendapat
bahwa Kalimantan Timur se-
mestinya mendapat porsi sa-
ham yang jauh lebih besar
daripada pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Sekre-
taris Provinsi Kaltim Syaiful
Teteng mengenai hasil perte-
muannya dengan Komisi VIII
DPR di Jakarta, Senin (12/8).
Rombongan Muspida Provinsi
Kaltim bersama Muspida Ka-
bupaten Kutai Timur dan ket-
ua-ketua komisi maupun ket-
ua fraksi di DPRD I Kaltim
dan DPRD II Kutai Timur saat
ini tengah berada di Jakarta
memperjuangkan divestasi 51
persen saham KPC untuk Kal-
tim.

Senin pagi, rombongan yang
dipimpin Syaiful Teteng itu
bertemu dengan tim dari lintas
departemen, sementara Gu-

bernur Suwarna mencoba ber-
temu Presiden Megawati di
Bandung. Hari Selasa ini rom-
bongan akan bertemu dengan
Badan Intelijen Nasional
(BIN), dan tetap akan berusaha
bertemu dengan Wakil Presi-
den Hamzah Haz maupun Pre-
siden Megawati Soekarnopu-
tri.

Menurut Teteng, dalam per-
temuan dengan AM Fatwa dan
Komisi VIII DPR kemarin telah
disampaikan sejumlah gan-
jalan yang dirasakan Pemprov
Kaltim dalam divestasi saham
KPC. "Intinya, kenapa sih kita
ini kok sepertinya rebutan tu-
lang. Kenapa sih pemerintah
pusat kok tidak legowo,”
katanya.

Kepada AM Fatwa juga di-
sampaikan situasi pro-kontra
di tengah masyarakat Kaltim
yang tidak tertutup kemung-
kinan menjadi bibit-bibit
pertikaian horisontal antar-
masyarakat, jika proses dives-
tasi ini tidak segera disele-
saikan.

Menanggapi semua paparan
rombongan dari Kaltim itu,
Fatwa sepenuhnya mendukung
upaya daerah memperoleh

(

{

bagian lebih.besar dalam di-
vestasi itu. Untuk itu, Senin
malam dijadwalkan Fatwa
akan bertemu dengan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM) Purnomo
Yusgiantoro. "Kita tunggu saja
hasilnya,” katanya.

Tidak ambil keputusan

Dalam pertemuan dengan
tim lintas departemen pada pa-
gi harinya, menurut Teteng,
sempat muncul berbagai usul-
an. Antara lain agar secepatnya
dilakukan uji tuntas (due deli-
gence) terhadap para penawar,
termasuk pemerintah pusat,
Pemprov Kaltim, Pemkab
Kutai Timur, dan para mitra-
nya. Due deligence juga diha-
rapkan segera dilakukan ter-
hadap KPC. Lalu muncul juga
usulan agar dibuat time frame
dalam keseluruhan rangkaian
proses divestasi KPC.

"Tetapi, sejak awal kita
mengingatkan agar pertemuan
lintas departemen ini tidak
mengambil keputusan soal
pembagian saham. Karena fo-
rum ini memang bukan pada
posisi mengambil keputusan,”
kata Teteng. (MSH)
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Marak, Penyelundupan
BBM ke Timtim =~

\ /
ATAMBUA— Sejumlah warga
masyarakat di Kabupaten Belu Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kedap-
atan hendak menyelundupkan Bahan
Bakar Minyak (BBM) ke wilayah Timor
Timurmengaku nekad [melabulsah hal itu
karena-meniru ulah peda’gangj)esar '
yang sering Io]os dari pengawasan. ¢ /
~ Kepada Dandim 1605/Belu, Letkol
Kav Tjuk Agus Minahasa, Senin (12/8)-~
‘mereka mengakui perbuatan mereka
hendak menjual minyak tanah di pasar
ilegal kawasan tapal batas Silawan yang
berseberangan dengan wilayah Balibo;
Distrik-Boboanro, Timtim. m ant
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Bank D

Dipecah

Dicurigai, Surat
Bank Dunia
Menyuarakan
Kepentingan
l}n,vestor Asing

.+ ~JAKARTA - Bank Dunia
ingin. restrukturisasi di
bidang hilir minyak dan gas
(migas) di Indonesia mulai di-
gerakkan pada November
2002, Langkah awalnya, pada
bulan itu pemerintah harus
mengubah Pertamina menja-
di persero.
" Selanjutnya, lembaga da-
na internasional itu juga
ingin. agar aset strategis Per-
tamina dipecah-pecah dalam
suatu perusahaan tersendiri,
atau melakukan joint venture
dengan perusahaan migas
lainnya.
Pengamat migas, Kurtubi
yang dlhubungl Pembaruan

di Jakarta, Senin (12/8) men-
curigai, keluarnya surat Bank
Dunia ini menyuarakan ke-
pentingan investor migas
»asing, yang ingin segera ikut
.masuk ke Indonesia dengan
‘biaya yang murah.
“si.Keinginan Bank Dunia
tertuang dalam surat Country
< Director Bank Dunia untuk
~Indonesia Mark Baird kepada
~Menteri Keuangan Budiono
pada 28 Mei 2002 lalu. Surat
dua.halaman itu Juga dileng-
kapi dengan lampiran ditel
' menyangkut langkah-langkah
' yang harus dilakukan Indone-
sia saat melakukan restruk-
turisasi. "Maksud kebijakan
- ini adalah menciptakan iklim
™ investasi yang fair dan trans-
. paran di sektor hilir,” kata
Mark.

Karena alasan itu, ia meli-
hat restrukturisasi harus dila-
kukan dengan cepat dan tepat
waktu, sehingga monopoli Per-
tamina tidak terjadi lagi. Da-

lam restrukturisasi itu, peme-

rintah juga harus membuat
satu atau dua perusahaan pe-
ngolahan dan pemasaran baru.

Caranya, dengan meme-
cah aset-aset strategis yang di-
miliki negara, seperti kilang
Cilacap dan Balongan, ke da-
lam suatu perusahaan terpi-
sah. ""Selanjutnya, pengem-
bangan perusahaan baru itu
bisa dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan pihak
lain,” katanya.

Dengan cara itu, Bank Du-
nia memprediksikan, di masa
yang akan datang, peranan
pemerintah di sektor hilir
akan berkurang drastis, bah-
kan investasi bisa berjalan
tanpa peran serta pemerin-
tah. Struktur seperti ini juga
sudah dilakukan di beberapa
negara tetangga, seperti Thai-
land, Malaysia, dan Filipina.
"Mereka bisa melakukannya
dengan baik,” kata Mark.

Sebelum restrukturisasi
Pertamina dilakukan, harus
ada badan regulator pemerin-

tah yang mengatur usaha hi-
lir migas. Namun, agar per-
ubahan berjalan baik, Dewan
Komisaris: Perusahaan Perta-
mina (DKPP) harus difungsi-
kan sebagai steering commitee
untuk memandu rencana pe-
merintah dan realisasi peru-
bahan di lapangan. Selain itu,
mereka juga harus berperan
aktif dalam penyusunan per-
aturan pemerintah sektor
hilir.

Agar tugas tugas bisa di-
laksanakan dengan baik, me-
reka akan dibantu advisor in-
dependen, antara lain untuk
mengkaji alternatif struktur
pasar, evaluasi aset strategis,
dan meneliti kontrak menge-
nai berbagai kesepakatan ter-
masuk jual beli minyak.

Nantinya, transformasi
Pertamina menjadi persero
akan dilakukan dalam waktu
dua tahun. Namun, selama
empat tahun pertama, mereka
masih wajib mendistribusi
BBM di dalam negeri.

Seiring dengan restruk-
turisasi sektor hilir, Bank
Dunia juga ingin agar harga
BBM dan gas alam ditetapkan
berdasarkan mekanisme yang
fair dan bisnis yang sehat.
Dengan syarat, implementasi
penetapan harga ini tidak
mengurangi kebijakan sosial
pemerintah.

Agenda Tersembunyi

Namun Kurtubi menilai,
surat Bank Dunia itu me-
nyembunyikan agenda lain,
yang dimaksudkan untuk
mengakomodasi kepentingan
investor migas dunia. ’"Bank
Dunia sangat sadar bahwa sis-
tem pemasaran dan pengolah-
an Pertamina yang integrasi
itu menjadi halangan bagi pe-
main baru. Karenanya, mere-
ka berusaha memecah aset
strategis Pertamina menjadi
perusahaan-perusahaan kecil,
dengan harapan suatu saat
bisa diakuisisi,” tambahnya.

Kekesalan Kurtubi ber-

unialngin
et Pertamina

tambah karena arahan Bank
Dunia ini juga melenceng dari
bunyi UU Migas baru. Dalam
aturan itu, katanya, aset-aset
strategis Pertamina, baik di
bidang pengilangan, pemasar-
an dalam negeri, transportasi,
maupun storage, masih bisa di-
lakukan dalam satu izin usaha,
yakni dalam suatu perusahaan
yang utuh. ’Jadi, mengapa
mereka memaksa kita meme-
cah aset?” tanyanya.

Seharusnya, kata Kur-
tubi, Bank Dunia tidak perlu
mengatur ditel masalah re--
strukturisasi di bidang hilir.
Kalau niatnya ingin mengako-
modasi investor asing, biar-
kan mereka masuk melalui
pendekatan bisnis biasa.

Kalau rancangannya
seperti yang diinginkan Bank
Dunia, hal itu berarti mereka
ingin menghancurkan Perta-
mina terlebih dulu, sebelum
berkeinginan mengambil
aset-aset strategisnya,” demi-
kian Kurtubi. (K-10)
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GGA tahun 2001, per-
: n yang dikeluarkan un-
,tuk gunia pertambangan su-
sangat tidak rasional.
bih dari 35 persen lahan
ratan Indonesia dikuasai
perusahaan perusahaan
_pertambangan Saat ini, per-
mmbangan menjadi industri
 ekstraktif yang paling
Jbanyak menguasai lahan
daratan Indonesia. ‘
" Data organisasi nonpe- ,
merintah (Ornop) Jaringan
,Advokasi Tambang (Jatam)
menunjukkan, hingga akhir
tahun 2001, pemerintah telah
-mengeluarkan izin pertam-
bangan sebanyak 32.461
buah terdiri dari 893 izin
Kuasa Pertambangan seluas
3?1765 833 hektare (ha), izin
.Kontrak Karya sebanyak 105
“dengan luas 25.715.557 ha,
_izin KKB/PKP2B untuk tam-
Paqg batubara sebanyak 110
luas 8.410.106 ha

- Departemen
Pertambangan (sekarang
Departemen ESDM) hanya
menjadi lembaga pemberi
izin bagi perusahaan tam-
bang, dan menjadi lembaga
superior yang mengalahkan
kebijakan-kebijakan sektor

" Padahal, dalam praktik-
‘nya, pertambangan menim-
“bulkan banyak masalah, baik
bagi masyarakat lokal dalam
bentuk pelanggaran HAM,
penggusuran lahan, maupun
perusakan lingkungan hidup.
. Menurut Ketua Jatam,
Chalid Muhamad, banyak ka-
sus pertambangan -yang ter-
catat berasal dari pertam-
"bangan skala besar, mulai
Freeport (1967-sekarang),
Inco (1974-sekarang), New-
mont Minahasa Raya (1996-
sekarang), Newmont Nusa
Tenggara (1999-sekarang),
Indo Muro Kencana (1987-se-
karang), Kelian Equatorial
Mining, Unocal (1998-seka-
rang), Kideco Jaya Agung

: (1992~sekarang), Adaro hmg

ga Arutmin.

Chalid mengatakan pe-
rusahaan -perusahaan asing
itu juga memelopori transfer
teknologi buruk dalam pe-
ngelolaan limbah, yang ter-

. nyata diharamkan di negara

asalnya, seperti pemakalan
sistem pembuangan tailing
(STD) ke laut oleh Newmont
(AS) di Minahasa dan
Sumbawa. Dua perusahaan
akan menyusul mengguna-
kan STD. Mereka adalah BHP
(Australia) di Pulau Gag,
Papua, dan Weda Bay
Mineral (Kanada).

Menurut Chalid, kedua-

" nya adalah perusahaan yang "

sedang dipaksakan lolos

menambang di hutan l'mdun‘g"

Pulau Gag di Papua dan Ca-
gar Alam Lalobata di Maluku
Utara. Ironis memang, kare-
na STD secara otomatis dila-
rang keras di AS, Australia,

~ dan Kanada.

Perusahaan nasional ju-
ga tidak kurang berperan da-

lam merusak lingkungan dan ‘

menggusur lahan masya- .
rakat adat, seperti PT Arum-
bai (1997-sekarang), Indomin-
co Manditi, Antam Pongkor,"
dan Antam Pomala (1995-se-
karang).

Bagaimana dengan tam-
bang rakyat? Selama 10
tahun terakhir, kata Chalid,
banyak kawasan penamban-
gan tradisional yang digusur
oleh pertambangan besar,
seperti PT KEM dan PT IMK.
Yang terjadi akhirnya me-
reka harus bersaing dengan
perusahaan-perusahaan
besar, dan dipaksa mening-
galkan cara mendulang yang
dianggap kurang produktif.

Penggusuran wilayah
pertambangan tradisional itu
mengawali masa penggunaan
merkuri, bahan kimia bera-
cun lain secara besar-besaran

‘oleh kegiatan pertambangan

rakyat, Bahkan, mereka
harus mengais di kolam lim-
bah tambang perusahaan
agar bisa kembali menam-

__;Wajah Buruk Pertambangan Indonesia (1)

bang Sementara, pemerintah

“ taK segan-ségan memberi |

predikat penambang rakyat
itu dengan sebutan Peti,
(penambang tanpa izin) atau
penambang liar. .

Lembaga Keuangan Global
Peran lembaga keuangan
global juga mewarnai buruk-
nya wajah pertambangan di
Indonesia. Survei Industri
Pertambangan di tahun 2001
yang dilakukan PwC menun-
jukkan betapa pendanaan
dari utang masih mendomi-
nasi industri pertambangan,
bahkan jumlahnya 3,6 kali
jumlah modal yang disetor-
Beberapa perusahaan

" besar seperti Newmont Nusa

Tenggara (NNT) dan Inco’
yang membangun perangkat
pertambangan dengan,
mekanisme Export Credit
Agencies (ECA). Skema ECA
mewajibkan pemerintah
menanggung sejumlah utang
_uka terJadl masalah atau

secara tidak langsung menja-
di utang rakyat Indonesia.

- Bahkan, untuk menutup
pe_rtambangan itu, pada ta-
hun 2003, PT KEM mendapat
pinjaman Bank Dunia de-
ngan tanggungan Pemerin-
tah Indonesia. Sumber daya
mineral terkuras habis, la-
han bekas tambang rusak be-

' rat, dan harus menanggung

utang untuk memperbalkl
nya.
’ Padahal. Jlka chhltung
hitung, kontribusi industri
pertambangan untuk negara
sangat rendah. Antara tahun
1993 dan 1995, mlsalnya
hanya berkisar antara 2,54
hingga 2,92 persen dari
pendapatan kotor domestik
(PDB). '
Selain itu, menurut
survei yang sama di tahun
1999, pembelanjaan yang
dilakukan oleh 12 perusa-
haan pertambangan besar di
Indonesia tahun 1994-1998

L3
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hampir 95,3 persen digu-
nakan untuk pembelian
lewat impor. Artinya, uang
yang ada kembali ke kantong
negara asing, hanya sisa
sebesar 4,7 persen yang
ditinggal di dalam negeri.
Selama ini, negara dike-
coh dengan angka kontribusi
sektor pertambangan bagi
pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Penelitian PwC
menyimpulkan, pendapatan
negara tahun-1998 dari 12
industri tambang yang mere-
ka survei sebesar Rp 5,6
triliun. Sepintas angka itu
terlihat sangat besar. ‘
Angka itu yang selalu
dibanggakan oleh pelaku per-
tambangan di Indonesia, ter-
masuk pemerintah. Hal itu
tentu tidak sebanding dengan
penggusuran dan hilangnya
mata pencarian ratusan ribu
masyarakat lokal di sekitar
pertambangan. Anehnya,
industri keruk yang begitu
destruktif-itu masih menjadi
primadona bagi negara.
Secara sistematis, peme-
rintah berupaya mempeita-
hankan eksistensi pertam--
bangan di Indonesia. Bahkan,
dengan berani, pemerintah
menggadaikan nasib genera-
si mendatang, kehancuran
lingkungan hidup, penderita-
an masyarakat adat, menu-
runnya kualitas hidup pen- -
duduk lokal, serta mening-
katnya kekerasan terhadap
perempuan. ‘
Beberapa kasus tertentu
menunjukkan pemerintah
tidak segan-segan menggu-
nakan aparat militer untuk
merepresi rakyat yang
melawan kehadiran pertam-
bangan di tanah mereka.
Dari situ pelanggaran HAM .
pun terjadi. Tidak heran jika
pertambangan di Indonesia
tergolong industri yang sarat
dengan pelbagai peristiwa
pelanggaran HAM.
Menurut Chalid, sejak
awal, kegiatan perusahaan
pertambangan selalu meli-
batkan-aparat negara yang
represif. Tujuannya untuk
meredam perlawanan pendu-
duk lokal. Namun, yang-di-
sampaikan ke publik adalah
untuk menjamin rasa aman
dalam bekerja. :

{
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Sejuimlah kasus yang

yang berkaitan de-
’ng%mi harus diselesai-
transparan. De-
-antara lain ditegas-

an pansus ini ti-

dily »yang ditengga-
olek T_Jumlahpengusaha
Farta, tapi juga ber-
pememntah “Ha-

;}l pen;\ermtah meng-
entikan semua praktik ile-

) basn’ di kawasan

Anya lakubaglpara~

Desak Bentuk

a' ‘pemerlntah tak mampu menanganl DPR
kan prakarsa| pembentukan pansus untuk
'-’memanggll orang kuat yang terlibat.

P

gal Kalau pemenntah tidak

' mampu menangani, saya
an akangprakarsai pembentu-
‘kan pansus untuk memang-

gil orang-orang knat yang

terlibat dan minta penje- -
~lasan. Kami punya data cu-

kup untuk memanggil mere-
ka,” kata anggota DPR dari

Fraksi Partai Golkar ini.
Budl Santoso, ang- .

Keluarnya . Keppres No
33/2002 tentang Pengenda-
lian dan Pengawasan Peng-

' usahaan Pasir Laut tersebut
. dinilainya sebagai puncak

pertarungan berbagai ke-

_lompok kepentingan dalam

bisnis pasir laut..Di dalam
keppres itu masih ada klau-
sul zonasi dan volume ekspor
pasir laut yang bisa “dimain-
kan”.

Oleh karena itu ia berpen-

. dapat, eksploitasi dan pen-
gendalian pasir laut tidak

cukup diatur dengan kep-
pres, tetapi seharusnya un-

dang-undang'agar berbagai .
pihak, termasuk DPR, punya -
wewepang untuk /men--

dahan Selasa pekan depan
penyidikannya sudah tun-
tas,”’ kata Rokhmin.
" ke-7 kapal keruk ilegal yang
~ditangkap TNI AL itu kini
masih ditahan di Tanjung
_ Bala1 Karimun, Tanjung Pi-
'nang danTan]ung Uban. Ka-

gawasi:: [ e A *,sus'yang ditangani tim ga-

“Seperti dibe'ritakan‘sebq '/bungan yang beranggotakan
lumnya, tujuh kapal keruklle- ‘/petugas dari Mabes TNI AL,
gal yang tengah mencuri pa-  ‘Kementerian Kelautan, Tmi-

sir laut di perairan Riau dan :
tertangkap basah oleh pa- .
sukan’ patroli'TNI ALidari-
Armada Barat' (Armabar)

gram dan Bea Cukai.
i Dalam penjelasannya se-
beiumnya Rokhmin meng-

1 a'im pihaknya menerima la-
pada: 25-26Ju11 silam, diduga

poran dari tim penyelidik

kuat dibekingi oleh seorang’ -gabungan. Hasil penyeli-
pejabat penting di Jakarta.” ' ' dikan tersebut, akan diaju-

Sedianya Tim Pengendali > -kan pada ]aksa penuntut
dan Pengawas Pasir: Laut . ‘umum untuk selanjutnya di-
(TP4L), yang diketuai oleh ! proses lewat pengadilan.
Menteri Kelautan dan Peri- l “Tim penyidik akan menen-

kanan, akan mengambil ke-:-
putusan pada Jumat silam.
Namun karena alasan teknis, .

keputusan ditunda hari ini :

(Selasa; 14/8). “Mudah-mu-

tukan pelanggaran-pelang-
garan yang dilakukan ma-
-sing-masing kapal. Log book
(catatan kegiatan kapal)
telah disita,” tandasnya.

. Menurut Rokhmin, pihak-
nya menyerahkan sepenuh-
‘nya‘kepada pengadilan. Me-

. " nurutnya, kemungkinan akan

ada tiga putusan: pencabutan
“surat izin penambangan,
‘hukuman pidana, atau denda
, seberat-beratnya. “Mana

hukuman yang akan diambil,
-terserah pengadilan.”

Sementara itu, sebuah

. sumber di Departemen Ke-

Jautan dan Perikanan (DKP)
mengatakan, para pemilik
kapal itu tengah sibuk melo-
bi TP4L dengan berbagai
i cara untuk membebaskan ka-
palitu. Akibatnya, tim meng-

/. alami “tekanan” berat karena
" pemain di-bisnis ini bukan

‘“orang sembarang-an”.
~ Rokhmin ' menjelaskan,
‘'TP4L akan menyelesaikan
secara tuntas dengan mem-
“bhuat jera para pengusaha
yang nakal. Negararugi Rp

2,7 triliun setiap tahun.
M one/ban
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DPR: A

JAKARTA (Bisnis):
Kalangan DPR meminta
¢ pemerintah tidak
" bersikap diskriminatif
"' dalam menjatuhkan

. sanksi terhadap tujuh
. kapal asing pengangkut
pasir laut yang melanggar
ketentuan ekspor.

Anggota Komisi VIII Priyo Budi
Santoso menegaskan semua kapal
pengeruk pasir laut yang beroperasi
secara ilegal harus ditindak sesuai
hukum yang berlaku.

“Semua harus ditindak tegas dan
diproses lewat pengadilan, Menteri
Kelautan dan Perikanan tidak boleh
{bersikap diskriminatif terhadap
kapal -kapal pencuri pasir laut yang
tertangkap tangan tersebut,” katanya
di Jakarta kemarin.

Jajaran Armada Barat TNI AL
diketahui baru-baru ini menangkap
tujuh kapal yang tidak dilengkapi
dengan dokumen prasyarat penam-
bangan dan ekspor pasir laut di Riau.

Ketujuh kapal itu adalah MV
Professor Gurjonov (Rusia), MV
Samsung Apollo (Korea) dan MV
VascoDa Gamma (Belanda). Mereka
ditangkap di Selat Durian

Kapal lainnya adalah TB Olivia
V dan TB Jasmine (keduanya berben-

1. Apolllo Samsung Korsel
-2, Van Holth “Luxembi
3. Lange Wurapper Belg

4. TB Olivia V - .Jepang’
5. TB Jasmine Jepang
6. Vasco Da Gamma ' Belanda’
7. Prof. Gorjjonof Rusia

Sumber: TP4L

dera Jepang) ditangkap di Tanjung

Balai Karimun. Sedangkan dua kapal |
lainnya masing-masing MV Alexan-

der Van Holth (Luxenburg) dan MV
Lange Wurapper (Belgia) ditangkap

di Tanjung Uban, Sumut.

Priyo menilai Sikap Menteri Ke-
lautan dan Perikanan—selaku ketua
Tim Pengendalian dan Pengawasan |
Pengusahaan Pasir Laut (TP4L)—
yang hanya memberikan sanksi
admisnistrasi berupa denda meru-
pakan sikap lemah dari pemerintah.

“Dengan hanya memberikan sanksi
denda, ini sama saja menjual nama
bangsa Indonesia karena sebenarnya

tindakan pencuri pasir lautitu sudah

masuk dalam kategori pidana sehing-
ga harus diproses sesuai KUHP,” te-
gasnya.

Menurut Priyo, pemerintah harus |

bisa bertindak tegas agar Indonesia
dihargai oleh dunia internasional.
Menurut dia, apabila setiap pelang-!
garan pidana diselesaikan melalui
pumberian sanksi administrasi—pa-|
dahal kasus ini juga merupakan pe- |
langgaran terhadap batas wilayah |
negara—maka hukum Indonesia|
tidak dihargai oleh internasional.

“Apalagi, sanksi denda itu tidak
setara dengan kerusakan dan keru-
gian materiil dan imaterial yang telah
ditimbulkan akibat pengerukan pasir
laut secara ilegal itu, katanya.

Dia menambahkan sesuai Kepres |
No.33/2002—tentang Pengendalian |
dan Pengawasan Pengusahaan Pasir|

B X

Kapal Asing Pelanggar - [
Ekspor Pasir Laut

Laut—disebutkan bahwa setiap pe-
langgaran atas ketentuan yang ada
dalam kepres akan ditindaklanjuti
sesuai perundangan yang berlaku.
“Artinya kalau dalam kasus ini
terdapat tindak pidana maka penye-
lesaiannya harus di pengadilan dan
tidak boleh diskriminatif,” katanya.

Akan diadili

Apabila sanksi diberikan secara
diskriminatif, katanya, maka akan
muncul peluang terjadinya kolusi
antara pejabat yang berwenang
dengan dengan pemilik kapal terse-
but. “Karena itu sanksi hukumnya
harus sama terhadap semua pemi-
lik kapal.”

Sementara itu, Menteri Kelautan
Rokhmin Dahuri saat dikonfirmasi
menegaskan tim yang dipimpinnya
tidak akan bersikap diskriminatif

~dalam menjatuhkan sanksi terhadap
para pemilik kapal keruk pasir laut
‘yang tertangkap itu.
. “Ketujuh kapal yang ditangkap itu
saya pastikan semua berkas pemerik-
saan oleh tim akan diserahkan kepa-
-da kejaksaan untuk diproses lebih
lanjut secara hukum lewat pangadi-
lan,” tegasnya ketika dihubungi ke-
marin. :
Dia mengatakan sanksi tersebut
bisa berupa pencabutan izin usaha
(samasekali dilarang beroperasi),
hukuman badan dan sanksi denda.
“Tentunya sanksi itu tergantung pada
tingkat kesalahannya. semua itu ter-
gantung keputusan dari gengadilan.”
- Dia menandaskan hingga saat ini
tujuh kapal yang tertangkap terse-
but masih.ditahan oleh Tim Pengen-
dal.ian dan Pengusahaan Pasir Laut.
“Hingga saat ini tim ini masih mela-
kukan pemeriksaan dan penyelidikan
yang akan selesai besok (hari ini).”
Menurut dia, semua berkas hasil
pemeriksaan tersebut baru dapat
dilimpahkan ke kejaksaan paling
lambat minggu depan. “Yangjelas ti-
dak akan ada diskriminasi dan kepu-
tusan sepenuhnya ada pada pengadil-
an.” (cp)

26

TANGCAL
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DPR: Adili 7 kapal pelanggar
2kspor pasir laut sesuai hukum
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- DPR Mau Usut
KKN Paswgate

anggap
‘enteng ma-
salah- pasir
laut Justru’
‘.’gara-gara
sl ‘keruwetan

bisnis pasnr itu; DPR akan membawa persoalan’ini ke .
pansus. Kalangan dewan malihat persoalan pasir laut
ini sudah ‘campur baur antara urusan perut pejabat,
politisi hingga pengusaha. "Bukan itu 5aja, kita (DPR—
‘red) bisa' menggunakan hak mterpelasn—-mmta ke-;
terangan kepada Presiden Megawati mengenai per-
dagangan pasir laut ini. Kok hingga kini belum juga -
beres, * kata anggota DPR dari F-PG Priya| Budlsantoso
dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin,, -

Prakarsa pembentukan Pansus dan penggunaan hak
interpelasi juga akan membahas- soal penangkapan |
kapal pengeruk serta menanyakan tindaklanjtit masalah |
ini ke ‘presiden.’Karena, pengalaman setama ini, bila |
kapal-kapal berbendera negara lain tertangkap, maka
dilepaskan lagi. Harusnya, kapal-kapal ifu . dikenai tin-
dak pidana, termasuk para pemlllk dan orang-orang
-yang berada di belakangnnya: "Kasus ini harus
dibongkar secara tuntas dan transparan. Menurut saya,
pemerintah harus menyita kapal-kapal |tu agar jadl milik
pemerintah,” tegasnya. e

Dia menjelaskan, masalah paswlaut ini; tldak semata-
mata soal’ekonomi dan bisnis semata. Tapi, juga per-
soalan ini menyangkut martabat bangsa. Kabamya, kata -
sumber Rakyat Merdeka di DPR,; menyebutkan, pe-
ngerukan pasir laut itu ada ker]asama dengan Peme-
rintah Singapura.(WIN)

X
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ngukan tukan pansus dan penggu-
be;t;anya pxhak Dewan

er 'ebutkan kasus' 'pa-

Y,

seben‘amya tidak sema-

8 'V g{ﬁ?alan ekonomi dan
¢ ,,}}1?.‘ i) ugé menyangkut

g}aﬂg abat bpngsa “Karena itu, .

kata gktl Partai Golkar itu,
“Presiden’| arus ‘membicarakan
' ‘dalam pertemuan de-
pin Singapura.
Y {@I&u'benar Singapura mem-

Ednm'm berarti Singapura ne-
gara penadah. Itu sama saja de-
ngnunpeksasi atau pencaplokan

wau tidak berani mela-

Ppyo, prakarsa pem- '

mgnambahkan jika Presi-

ja): DPR mengancam memhentuk panma
5, (pansus dan menggunakan: hak interpelasi jika

saian pasir laut tidak kunjung selesai dan tidak
da progress report menggembirakan. Demikian
jkapkan anggota Komisi VIIl DPR Priyo Budisantoso
,' jgapi penannkapan tu]uh kapal keruk pasir laut

Selam mengancam memben-
tuk Pansus Pasir Laut dan inter-
pelasi, Priyo juga mengingatkan
Menteri Kelautan dan Perikanan

" 'Rokhmin Dahuri yang menjadi

Ketua Tim Pengendalian dan Pe-
ngawasan Pengusahaan Pasir
Laut (TP4L). Ia menegaskan pe-
nangkapan tujuh kapal keruk
adalah.pertaruhan kehormatan

. dan jabatannya Rohkmin, Teru-
* tama kalau kapal tersebut dilepas

dan tidak ada penyelesaian

menggembirakan,

Menurut Priyo,. sanksx admn-
nistratif berupa denda terhadap
tujuh kapal keruk yang ditang-

kap itu tidak cukup membuat je-

ra, Karena itu, perlu sanksi pida-

na kurungan atau penjara terha- -

dap pemilik dan orang-orang di
belakangnnya. Di samping itu,
Kkapal-kapal tersebut juga harus
disita untuk negara.

Mengenai undang-undang ma-
na yang dipergunakan untuk
menjerat pelaku tersebut, kata

Priyo, itu urusan pemerintah un- -

tuk mencari undang-undang pa-
ling sakti guna menghukum para
pelaku kejahatan tersebut. Yang
jelas, kata dia, pemerintah tidak
boleh diskriminatif dalam mene-
rapkan hukum. Tidak peduli o-
rang kuat mana pun, dari ling-
kungan apa pun, tujuh kapal ter-

sebut harus.diusut sesuai prose-

i

dur hukum e X
“Tak boleh ada yang kebal hu
kum. Orang-orang di lingk
istana presiden pun, kalau me
mang terlibat dalam pencunan
atau tindak kejahatan pasir laut,
juga han,xs dmndak tegas, begas-
nya. % & f i

L5

l Prlyo Budlsantnsn o

Pengamat maritim Djuax‘lda
menegaskan masalah pasir laut

berkaitan dengan elite-elite ter-

tentu, termasuk oknum yang me-
miliki NRP (nomor. reglstrasxpo-
kok) dan ‘klik’ istana. Menurut-
nya, oknum-oknum berseragam
maupun yang tak berseragam
dan yang memunyai NIP mau-

P Y

e : " nar dan adil,” ungkapnya.

Pnyo menambahkan, akibat

. pencurian pasir, negara dirugi-

" kan Rp2,7 triliun per tahun. Juga,
" terjadi perusakan terumbu ka-
rang, taman laut, abrasi, dan be-
berapa pulau kecil tinggal nama
saja karena tenggelam. Di sam-
ping itu, dari sisi sosial juga sa-

' ngat merugikan n.elayan kecil
dan penduduk pesisir.

Zonasi pasir laut
i Dari Pekanbaru dilaporkan,

‘Bupati Karimun HM Sani meng-

ungkapkan meski keputusan pe-
‘netapan zonasi pasir laut masih
dalam proses, Karimun sebagai
daerah penghasil pasir laut siap

_menjalankan zonasi pasir laut.
. -Apa pun hasil keputusan me-

ngenai zonasi pasir laut, menu-

* rut Sani, pihaknya harus proak-

tif mengantxsnpasn maraknya eks-

.plmtasx pasir laut secara ilegal.

: }» “Bila memang telah ada kepu-
tusan Departemen Kelautan dan

! \Perlkanan soal ketentuan zonasi

pasir laut, kita siap menjalankan.”
. Sani mengakui di masa transi-
“si telah membawa dampak bagi

~keberadaan perusahaan penam-

. bangan pasir laut yang terdata
! saat ini. Buntut belum dikeluar-
kannya petunjuk pelaksana soal
zonasi, beberapa perusahaan
mencoba melakukan eksploitasi
" dengan cara gelap.

Tudingan bahwa pihaknya te-

pun NRP, termasuk orang-orang lah mengeluarkan kuasa penam-
yang memiliki channel dengan pi- -~ bangan (KP) pasir;laut untuk me-
hak istana presiden harus ditin- lakukan penggerukan satu mil
dak secara tegas.. .. dari garis pantai dibantah Sani.
“Kalau hal itu tidak dllakukan " “Kami kan punya perda soal
jangan berharap martabqt baqg range lokasi pasxr laut itu dari
sa dan martabat“INI akan mer- pantai. Perda itu juga tidak mem-

jadi baik, Karena itu, maSalph

: harus segera dxatam secara be-

- _’benarkan di bawah satu mil.”

(Sdk/Uut/TH/E-1)

J
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* Megawati Diminta Bicaraka
Pasu Laut Dengan Pemlmpm

JAKARTA (Suara Karya) Sndang Tahunan MPR

“baru_ sajaselesai, Megawati sudah diancam’ akan’

"diinterpelasi; Kemarin, anggota Komisi VIII DPR RI
Prsyo Budisantoso sewot karena, Pr:sndcn Megmv.m
gld@k ‘sérius masalah genyelunddpan pasirlaat.

“Bahkan, Priyo juga mengancam 'dengan mem- -
bentukan Pa.nsus (Pamua Khusus) pasir -

gunﬂ Priyo, prakarsa peml}emukan Pansus dan
aan hak ; u;terpelasr itu; alah~untqk menun-
r] ngguh gunggdh
apan

dn ita akan punakan hak mle
diskusi di’ Holel Borobudur, Jak

: *”Prl‘yo iga menegaskan, sanksj
pengérik’ pasir 'yang" tertangkap adalalm tidak
cukup; Menurutnya terhadap k -knpabpengeruk
‘ituhayus “ditindak - dengan - pid n}'y termasuk para

lasi," katanya saut
,k maﬁﬂ

‘Jauf jikamasalahtérsebut ress rgport yang' -
enggembirakan dalamhalpe anpaslr laut; -

da bagi . kﬁp;il e

2 ¢ aFeq

min, sudah penmuhka

'bemuk' ansus o

pemilik dan méreka yang ada dlbe'mkangnya “Saya: = k

bahkan meminta. pemermtah untuk menyita kapal-
kapal tersebut, sehingga jadi milik- pcmennmh tan-
das Priyo. g

Seperti diketahui, beberapa waklu lalu 7 L.qml ke-
ruk pasir-laut tertangkap di perairan. Riau. Tapi, 7 ka-
pal ini tidak diproses, melainkan dibentuk Tim Pen-
gendali, Pengawas dan Pengusahaan Pasir Laut (P4L)
yang diketuai Mentei Kelautan Rochmin Dhahuri.

Selain mengancam  membentuk Pansus dan inter;
pelasi, Priyo mengingatkan  Mentert  Kclautan
Rochmin Dhahuri. Kata Priyo, penyelesaian terhadap
7 kapal keruk tersebut adalah pertaruhan kehormatan
dan jabatan bagi Rochmin Dakhuri.

"Kalau sampai kapal-kapal it dilepas. itu terlalu
berani. Kalau tidak ada kabar menggembirakin, Roch

"Jadi; hﬂl.llu
ini, " karend s tegkait, dcugga
besar.- terutama, perdagang
Tiongkok, Je p.ulz dan Kore:
Djplllh singapura karena- dfinggdp: bisa”mengontrol
peranan indonésai dan sclat Malaka Karena secara tra-
disional “dur ita sudah ratusan ‘tahun digunakan,”
Katany:i u=i diskusi di H(\Le Borobudur, Jakarta.

Oleh Karena itu, laujut P;umda. Indonesia harus
bisa mengatur pérairan dan wilayahnya, sebab negara
yaug 1i-tak bisa mengatup ggearanya sendiri adalah
negary yane tidak hermart@&t. Dan' hl ity akan me-
nurunki sangking Indo b hadapan dunia inter-
nasionsrHA3Y R A

2.6
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1 Industri (PT TI) beker- = kerjasama itu! 108949

duksi petan disiapkan sesuai kebutahan?-- "5t (o

gl_{Du'ut PT.AS, Petrus Chan- minyak sawit tersebut.
Bungkil Sawit .

o PT AS Bangun Pabrik

G (Suara Karya): PT penennya dxtampung di perusahaan hasnl sawu. dl “dalam negeri " sekaligus akan

A
bt

T Timah Industri Kerjasama Dengan

Sawit

wmemngkatkan posisi tawar ‘bungkil sawit

T, Asiana Niaga (PT.AS) - -Mengenai dana yang dlpcrlukan ‘untuk l.qdo ilm!s;;uppasar internasional.
kat ini akan membangun membangun pabrik sawit itu, menurut dia,
2w yang berlokas1 di Jambi guna hingga saat ini belum dirinci, ! tetapx ‘akan plha"k ngusaha India merencanakan akan

pembellan bungkil itu terealisir,

‘menge [ah” “bungkil sawit melalui proses

pbangunan pabnk minyak Sermentara Dirut PT: TI, 'Ari'Fauzi“me- ., ckstraksraga; menghasilkan minyak sawit.
| periandatanganan kesepa-  nyatakan telah siap dengan. pihak ‘perusa- ' Derom menambahkan, rencana pembelian
tara Direktur Utama PT.TI, haan ‘swasta’ nasional ‘'membangunpabrik bungkll kelapa sawit itu dilaporkan masih

akan dibahas lebih lanjut antara pengusaha
India_dengan kalangan pengusaha perke-
1 bunan ke]apa sawit di Indonesia.

ﬂ*AS Pclrus d1 Pangkalpinang, Terkait dcngén sawit, dari Medan. dila- - Bungkil sawit yang dihasilkan dari indus-

wmaaskan, keinginan kerjasama porkan, kalangan pengusaha yang tergabung* tri ‘perkebunan kelapa sawit di Tanah Air
mendirikan, pabrik crude palm oil (CPO) itu  dalam asosiasi industri pengolahan minyak: selama kurun waktu lima tahun terakhir ini

‘dikuasai perusahaan swasta yang Bangun

‘potensi hasil perkebunan sawit di nabau (SEA) India menyatakan berminat: telqh ,di-ekspor ke berbagai negara
cokup menjanjikan. mempeln bungkil kelapa sawit dari Indone- dlantaranya Australia dan negara di kAwasan
mya, dari 3,4 juta hektar areal sia, kata Ketua umum Gabungan Pengusaha., Um :Eropa (UE).

an kelapa sawit di Tanah Air, seba- ‘Kelapa!§ Sawit Indonesxa (Qapkl), It Derom” 4 Komoditi, yang masuk kategori limbah

kelapa 'sawit tersebut banyak dijadikan

miliki pabrik. sendiri, dan sekitar “Beberapa .. pengusaha India' itelah . ;sebagai ‘campuran bahan baku pakan ter-
dintaranya kebun yang diusa- menyampaikan kepada kami bahwa mereka nak. .. . -

melakukan kerjasama ,MedanJumat, vl b A
Wsaw:t di Jambi.. /¢ Menurut dla, rqncana pengusat}g(
ya, bila pabrik telah ber- mengxmponbungkxl kelapa sawxg ity di
hakn yg\akan mengkordinif ma- . sebagai suatu pertanda positif bagi

arakat belum memiliki pabrik - berminat-dan akan menjajaki kemungkinan ; , India. selama tahun 2001 lalu mengimpor
SR pcmbelxan bungkil kelapa sawit dari Indone- | 1 5 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan
u‘ha kebun milik masyarakat = sia,” ujar Derom usai mendampingi delegasi _ beberapa hasil turunannya dari Indonesia.
kelebihan panen raya kesulitan . SEA dalam pertemuan, dengan direksi, PT . ;. .+ /“Kami memperkirakan, India tahun 2002
idan buah segar, sehingga i Perusahaan . Perkebunan (PP) Lonsx;m -41,, ini. jugq mengimpor sekitar 1,5 juta

berapa produk turunan minyak

LTS R A A

India nﬁm{ﬁa. ya dari Indonesia,” ujarnya,
,qz Wbahkan India saat ini terma-

pptcnsxal bagi mmyak sawit

.pemilik kebun agar hasil ' bangan usaha. tanaman; perkebunpnﬁqlapa 7 doxgqsp (AytID -2)"

11
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Koraly TempO

6.9

% -

g -0

usia, mobil yang kita
B pangi sehari-hari saja
kaa.n panas suhunya apabila
alpa mengisi radiatornya dengan
. aif Mungkm kita bisa bertahan hidup
4 sﬂgma sd)ulan tanpa makanan, tetapn

‘ " Mengapa? Manusia, 6570
"mbuhnya terdiri dari air. Air
,menopang tubuh, memban-
e sel, menetralkan dan
;ag:un dari dalam tubuh

aal alr persih menjadl problem tama di negare- ,
erkembang. Menurut PBB, 10-20 ribu anak-anak dI
| }(etlga Quenlnggal setiap | haﬂ lantaran sanrtasi

yang disebabkan oleh air. "Lebih dari
satu miliar orang hidup tanpa mengon-
sumsi air bersih dan dua miliar lainnya
karena masalah sanitasi,” ujar Gouri
Sankar, Direktur Eksekutif pada

‘Water Supply and Sanitation Collabo-

rative Council (WSSCC)—yang me-
monitor masalah air untuk PBB—::
seperti dikutip dalam jurnal PlanetArk
pekan lalu. -

Bank Dunia telah mengupayakan
dana USS 25, miliar per tahun untuk
mengembangkan sistem ‘sanitasi dan’’’
penyediaan air bersih bagi penduduk

" negaranegara berkembang’ selama’ -
P Sebenamya, masalah ‘ kelangkaan

sepuluh tahun ke depan. .- L
"Kami berupaya agar penduduk di
negara berkembang bisa memperoleh

’ air ‘bersih hingga 2008 dan menda-

paﬂsaﬁ'samtasn yang baik pada 2010,”.
t e Muller, ketua komite orga-v
pada konferensi Johannesburg:*

Aldbatnya, masih menurut PBB, 10-”{ *
20 ribu anak-anak di negara Dunia
Ketiga meninggal karena penyakit :

“‘nya permukaan ‘tanah, dan ketergan-

benamya,bunutakakanpemab

tanah, " ' v'trusl h G-

wnganymbemrterhadap air tanah.

au‘betsxh .hanya terjadi di negara-

‘negara Keug& Singapura,
misalnya, 3 ;

- kubik :

me bersih Sing'apura
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Krisis Air Dunia
Kendatl tersedia cukup’ s:;uplal air di dunia untuk kebutuhan maﬁuslé‘,
distribusi yang tak merata dan penggunaan yang tak eﬂslen merupakan

penyebab utama kekurangan alr. Sedikitnya 1,2 miliar orang hidup tanpa  ©
lebih’

alr berslh dan leblh dari 2,4 miliar hidup tanpa sanitasi. Akibatn
darl 20 ribu anak-anak meninggal setiap harlnya

Setetes air di lautan

‘Amerika Utara
~ Konsumsi air-tanah: ' |
‘sangat tinggi dari "

~yang tersedia . i/;
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' u,(_axm s :
¢ ) “ARI 800kmpamang
) - Mambera-

ngai’ senantlasa kecoklatan,
karena membawa bahan sedi-
mentasi dari pegunungan te-
*ngahlna yang diendapkan di
dataran rendah Mamberamo.
é‘Sungai terpanjang di Irja ini
mﬂnﬂiki dua anak sungai yang

at” perbatasan Pa-
"Niugini,  disebut Sungai
Anak sungai yang
“"berhulu® di ' Pegunungan

Sucirnah dispt Sunga o

ngai” (DAS) yang sangat luas
meliputi Kabupaten Jayawija-

\'Yapen Waropen, dan Nabi-
; e Sungaiyang sangat panjang
dan *berkelok-kelok ini mem-
bentuk “sebagian batas alam
gntara Kabupaten Jayapura,

Nabire, ’Yapen Waropen, dan o

JmWii

i Mamberamo ber-
muara njung D’'Urville ke-
mudian masuk Samudera Pasi-
ik Aliran ‘Sungai di wilayah
gﬁ?ﬁai maintam daerah be-
zawya yang membentuk hutan
i yang merupakan makan-
kokmsyarakat di sekitar

aliran sungai.

. _eee

ulu'di‘Pegunungan Jaya- |

PENELITIAN PLN dan Nip-
pon Koei tahun 1983 menun-

mo, 160 km di anta- | jukkan, debit air Sungai Mam-
“ranya’'dapat dila- | beramo 5.500 m’ per detik.

Dan, dari empat lokasi peneli-
tian untuk pembangunan PL-
TA akan dapat dihasilkan
listrik hingga 20.000 megawatt
(MW). Potensi sungai yang sa-
ngat besar, tetapi murah ini
bisa ditujukan untuk pengem-
bangan industri berat maupun
kegiatan industri lainya.

» PLTA yang bakal dibangun
berada di bagian Mamberamo
Tengah dengan luas lokasi
mencapai 10.780.000 hektar,
guatu lokasi yang sangat luas
untuk berbagai kegiatan in-
dustri di daerah itu.

-; Bidang industri yang diren-
canakan yakni peleburan lo-
gam, industri kimia, industri
pupuk, industri logam/ba]a

industri otomotif, industri fuel i

¢ell (hidrogen/elektrolisa), dan
industri minyak “solar' dari
minyak kelapa sawit. Bidang
sosial-ekonomi yang dikem-
'bangkan yakni pertanian, per-
Kebunan, peternakan dan per-
ikanan (tambak udang), dan
tambang rakyat. Bidang trans-
rtasi yakni pelabuhan, peng-
-gdaan kapal dan prasarana ja-
lan antar-kabupaten.

% Luas daerah Mamberamo
sendiri mencapal 130:550 km?.

g
-

Dipekirakan - sekitar’ 75,000
hektar dapat dija dagrah
industri dan 200,000 hektar,éeﬁ’

| bagai’ daerah pezﬁam% Jum-
lah penduduk tahun 1 9 men-

capai 10.381 jiwa, * 0,4
orang per kilometer; da-
ri 38 suku serta beranekaragam

gahasa daerah dan adat istia-
at,

PLTA sampai sekarang me-
rupakan sumber energi paling
kompetitif. Di'samping sifat-
nya renewable (bisa diperba-
rui) dan bebas pencemaran
udara, PLTA menekankan pen-
tingnya penataan dan pelesta-
rian lingkungan hutan' secara
benar.

Ir Sianipar, Ketua Badan
Pembangunan Proyek PLTA
dan Industri Mamberamo men-
jelaskan, PLTA Mamberamo ti-
dak hanya akan meningkatkan
perekonomian masyarakat Pa-
pua, tetapi kawasan timur In-
donesia (KTI), kawasan barat
Indonesia dan luar negeri.

Wilayah Mamberamo mem-
beri peluang untuk dikem-
bangkan sebagia areal pertani-
an dan perkebunan besar dari
lahan potensial seluas 2,8 juta
hektar lebih. Hamparan datar-
an itu ditumbuhi berangkara-
gam pohon’ dan keanekara-

, gaman hayatn di dalamnya

Daerah ini til.kun-
jungi tim ahli pertanmn ‘dari
| BPPT yang dipimpin BJ 'Habi-
bie, pada tahun 1992. Dj sana
ditemukan endapan humus ta-
nah dari wilayah peguniingan
tengah yang dinilai sangat co-
cok untuk pertanian seperti pa-
di, kacang-kacangan dan ja-
gung-serta thortikultura; Jika
dikelola secara efisien, wilayah
Mamberamo akan menjadi gu-
dang makanan bagi kawasan
timur Indonesia.

*00 ‘

GUBERNUR Papua JP So-
lossa menyebutkan, Sungai
Mamberamo mempunyai po-
tensi kelistrikan paling besar di
seluruh Indonesia. Potensi itu
meliputi 34 lokasi dengan total
kapasitas sebesar 10 TW (tera-

‘watt), dengan energi sebesar 56

TWh (terawatt hours)/tahun.
‘Di antara potensi ini terda-

"pat sembilan lokasi yang dapat

dipertimbangkan untuk dipe-
lajari lebih lanjut dan empat di
antaranya mendapat prioritas
lebih awal studi.
. Prioritas pembangunan ber-
dasarkan urutan potensi PLTA
di DAS Mamberamo yakni
Mamberamo-1 dengan kapasi-
tas 5.696 MW dan kemampuan
energi 27.021 GWh (gigawatt
hours)/tahun, Idenburg dengan
kapasitas 1.119 MW, dan ener-
gi 5.506 GWh/tahun, Mambe-
ramo-2 terdapat 933 MW de-
ngan energi 5.506 GWh/tahun,
Sobger-6 kapasitas terpasang
268 MW dan energi sebesar
1.468 GWh/tahun.

Potensi PLTA di DAS Vande-
wal-8 dengan kapasitas 205
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‘MW, sedang energi yang diha-
silkan 1.118 GWh/tahun, Ranf-
"faer-1"se 300 MW de-
i tan energi 2.370
un, Ranffaer-2 kapa-

ya 103 MW dan energi 905
,Ranffaer-3 seba-

s:mk 26431911@!1 energi 2.086
un, dan potensi PLTA

" PLTA dan in-
dustrl skala ‘besar dalam satu
paket memerlukan pendanaan
i:ng sangat besar dengan risi-
at tinggi. Di sampmg
dﬁ, industn skala besar memi-
1 diIrja tentunya tidak
ta-mata karena adanya
potensx air.
Pembangunan dan pengope-
‘rasian PLTA skala besar akan
(imemberi;dampak lingkungan
(V2P bespr, pula. Gmwl;ak&em-
perkecil dampak gan
2 pembangtman PLTA, maka da-
t di]akukan dalam bentuk
& (di setiap jeram kecil)
{dengan unit-unit yang kecil.
pi,” cara pembangunan
“kaskade ini membutuhkan bia-
" ya yang lebih besar.
'+ * Peta,dasar topografi yang di-
: acuan pada saat pene-
1983, baru menca-
skala/1:250.000 yang dike-
.oleh US Army tahun
11967 Selainterlalu kecil skala-

o o e

nya, juga masih terdapat garis
kontur yang tidak tergambar,
sehingga tingkat akurasi per-
hitungan kurva volume dan
area waduk pun tidak akurat.
Tidak tersedianya data hi-
drologi di daerah Irja terutama
data debit aliran sungai dan se-
dimentasi mengharuskan eva-
luasi dengan perkiraan kasar

_ berdasarkan data - seadanya.

Padahal, untuk mengetahui se-
cara pasti besarnya potensi
serta kelayakan PLTA di se-
panjang Sungai Mamberamo,
diperlukan peta dasar dengan
skala 1:50.000lebih. Demi ke-
lengkapan data hidrologi harus
segera dibangun pos-pos pen-
catat tinggi permukaan air (un-
tuk debit aliran) maupun pos-
pos curah hujan di sekitar lo-
kasi PLTA. Dalam hal ini peng-
amatan kualitas air menjadi
sangat penting terutama masa-
lah sedimentasi.

Hasil evaluasi remote sen-
sing dengan perangkat lunak
ER Mapper oleh PLN belum la-
ma ini menunjukkan bahwa
sedimentasi di sepanjang su-
ngai Mamberamo sampai ke
muara sungai diindikasikan
sangat tinggi.

Berkaitan dengan pengem-
bangan PLTA Mamberamo,
kata Gubernur Solossa, bebe-
rapa kegiatan yang perlu men-
dapat perhatian adalah penye-
diaan prasarana dan sarana
dasar, penyiapan sumber daya
manusia setempat, pemanfaat-
an potensi ekonomi, dan pe-
manfaatan sumber energi.

L 224

MENURUT Ir Sianipar, aki-
bat air Sungai Mamberamo

yang berdebit 5.000 m® per de-
tik mengalir terus dari Pegu-
nungan Jayawijaya dengan cu-
rah air di atasnya mencapai
3.000 mm, maka potensi listrik
yang terbuang sebanyak 15.000
MW atau lebih ke Lautan Pasi-
fik. Potensi ini akan terus ter-
buang selama PLTA Mambera-
mo belum dibangun.

. Pada.masa penjajahan Be:
landa potensi tersebut sudah’
pernah dilirik. Gubernur-Be-:

landa di Hollandia (Jayapura)
waktu itu pernah m tim
survei untuk meneliti ‘potensi
Sungai Mamberamo, namun
mereka pulang ke Jayapura
karena kesulitan lokasi' 'geo-

GuBemur Belanda ' khemu-
dian berusaha menda
helikopter dari Belanda untuk

mengadakan survei atas sungai-

tersebut. Namun, gejolak poli-
tik yang mulai merebak di Pa-
pua pada tahun 1961 membuat
gubernur Belanda membatal-
kan niat mendatangkan heli-
kopter dan tenaga ahli ke
Mamberamo.

Penelitian secara cermat di-
lakukan tahun 1981-1983 oleh

konsultan Nippon Koei dari Je--

pang. Mereka mengadakan
studi pendahuluan dan pe-
nyimpulkan, potensi sungai itu
sangat besar dan dapat menye-
diakan kebutuhan energi lis-
trik untuk industri besar. :

Semasa Prof BJ . Habibie
menjabat sebagai Menristek,
Proyek Mamberamo dlpromo-
sikan ke negara-negara: maju
seperti AS, Jepang, Australia,
dan Jerman. Namun, para in-
vestor tidak terlalu- tertarik,

karena Pemerintah Indonesia - -

dianggap belum mampu mem-
bangun PLTA besar, dan inves-
tasi di Mamberamo dianggap
belum mendesak, karena per-
sedian listrik masih cukup.
Kini sejumlah perusahaan
asing berminat investesi di
Mamberamo jika PLTA diba-
ngun. Minat ini lebih nyata
setelah konsorsium Mambera-
mo:‘melangkah: lebih konkret
menyusun extended term of
reference (TOR), bahkan telah
membuat lukisan ‘fantasi
(artist’s impression) bersama
dengan CSIRO (Common-
wealth Scientific Industrial Re-
search Organization) Austra-
‘Ketika menjabat sebagai
presiden, Habibie sempat me-
merintahkan Menristek untuk
membentuk tim kerja yaitu
Tim Penyiapan Proyek Mam-
beramo (TPPM) dengan anggo-
ta terdiri dari Bappenas, BPN,
Pemda Papua, swasta, dan to-
koh masyarakat Indonesia Ti-
mur. Tugas tim ini menyiapkan
konsep Keputusan Presiden
(Keppres), sebelum terbit Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Otonomi Daerah.
- Mengingat konsep Keppres

_tersebut masih didominasi ke-

kuasaan pusat, maka Pemda
Papua mendahului dengan me-

. ngeluarkan Surat Keputusan

Gubernur yang berisi Pemben-
tukan Badan Pembangunan

sPLTA dan Mamberamo (BP
“PIM) yang d1p1mp1n Ir Siani-
- par. Badan ini diharapkan da-
- pat. melakukan sejumlah tero-
“bosan dalam pembangunan di
‘ Papua secara besar-besaran.

. (KORNELIS KEWA AMA)
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Lingkungan Hidup, Pdt Au-
gustin Iwanggin mengatakan

Mamberamo Tengah sekitar
10.351 ‘jiwa terdiri dari 38
suku. Mereka berdiam di se-
‘kitar lokasi yang terpencil-
pencil sesuai hasil hutan dan

potensi makanan yang dise-

‘ diakan di Sungal Mambera—

‘Sumber daya masyarakat gula,

di sekitar Sungai Mambera-

g ‘ke Kof;a Jayapura. /

' Anggota DPRD Kabupaten ka

jumlah penduduk di kawasan

'mo bhik Mamberamo Huly, !

tempat penangkaran buaya
di Jayapura, yang didatang-

‘kan ‘dari Sungax Mambera-

mo &
Perusahaan yang berope-

rasi di Mamberamo—-sekali—
gus dinilai masyarakat mem-
‘bantu kehidupan masyarakat
‘sekitar.  Mereka membawa
beras, ikan kering, dan "

_obat-obatan untuk ditukar-

1 )alan'yang memmju

Jayapura Evensius Lusi To- m

‘lok menambahkan, dari hasil gi

,,,,,

kunjungan DPRD Jayapura

beberapa waktu lalu kondisi
penchdikan dan kesehatan di

“daerah itu ‘macet total. Para.

guru dan tenaga kesehatan
“sudah memnggalkan tempat
“tugas masing-masing menyu-
/sul isu terjadinya penyerang-
an nleh OPM (Organisasi Pa-

T

tersebut dengan harapan da-
pat meningkatkan populasi
buaya di daershitu.
Selain buaya, Sungai Mam-
beramo juga sebagai peng-

,'haszl ikan, udang, dan belut
yang merupakan sumber ma-

ta pencarian masyarakat se-

‘hari-hari. Di sekitar Mam-

dikan beramo terdapat hutan sagu

sampai 150.000 hektar Di

i- tempat ini masyarakat setiap

ad butuhan hidup sehari-har.

hari menokok sagu untuk ke-

pura 'Iunpo Doeloe seba-

0 Ini P ;
hara 25.000 ekor buaya di

‘Perheptian perburuan buaya\

hadiran PLTA di daerah itu

kalau tidak memberdayakan

penduduk lokal terlebih du-

lu. Penduduk lokal adalah

ahh waris sungai dan hutan
di  Mamb

mereka dak boleh dxtelan—

tarkan ;
”Jangan

PLTA r

kepada masyarakat de- bicara

1985 sampai sekarang tidak
pernah 'menyinggung pem-
berdayaan masyarakat lokal.
Bahkan, pembicaraan itu ha-
nya berlangsung di Jakarta
oleh orang-orang yang tidak
pernah singgah di Mambera-
mo. :

Dalam kaitan ini para ak-
tivis: lingkung'an dan ahli ke-

cerita wilayah Tem- Pap

S




